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R TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI ANALISIS MENGENAL DAMPAK LINGKUNGAN
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESTA

JAKSA ACUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  : a. bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh Kejuksaan metrupakan

bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional;

b. bahwa dalam melaksanakan pembangunan di. Kejaksaan perlu -di-

kembangkan pcla pembangunan berlanjut;

- C. bahwa dipandang periu membentuk suatu Komisi Analisis Menge -
; . ’ nai Dampak Lingkungan pada Kejaksaan Agung Republik Indone -
', s1d.
i
Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1561 tentang Xetentuan-ketentu-
- g

an PoKok Kejaksaan Republik Indonesia:

2. Undong-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentany Ketentuan-ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentung Analisis Me
ngenal Dampak Lingkungan;

- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Taohun 1987 -

- tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik [ndonesia;

5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesin Namor @ KEP-116/04/

6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejoksaon -

Republik Indoncsia; -

= . 0. Keputusan Menteri Negara Nowor : KHP=S3/MENKLHM/G/ 1987 Taig -
N . gal 4 Juni 1987 tentang Pedoman Susunan Keanggotaan Jan "Tata .
. Kerja Komisi. J
£
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Menetapkan
PERT AMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Membentuk Xomisi Analisis \bngenal Dampak L1n0kunoan di Ke

jaksaan Agung Republik Indonesia dengan susunan anggota se ‘
perti dalam lampiran Keputusan ini.

Komisi bertugas

a. menyusun pedoman teknis pembuatan analisis mengenul-dag
pak lingkungan;

b. menilai penyajian informasi lingkungan;

C. menetapkan kerangka acuan bagi pembuatan analisis dam -
pak lingkungan;

d. menilai analisis mengenai dampak lingkungan;

e. menilai rencana peﬁoelolaan lingkungan bagi kegiatan Ke
jaksamn;

£. menilai rencana pemantauan lingkungan bagi keglatan Ke-
jaksaan;

g. membantu penyeiesaian diterbitkan. Surat Keputusan ten
tang penyajian informasi lingkungan , analisis dampak
lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan " rencuna
pemantauan lingkungan;

h. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Jaksa -
Agung Republik Indenesia sehubungln dengan penocmhanUIn

konstitusional bagi pola pembangunan secara berlan1ut

Konisi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Jaksa
Agung Republik Indoncsia pada setiap akhir tahun pelaksany
an REPELITA.

Peralatan, fasilitas serta anggaran yang diperlukan dilam
pelaksanaan tugas komisi tersebut dibebankan kepada anggar,

an Kejaksaan Agung Repub ik Indonesia.

KELIMA oo L.,



KELIMA

KEENAM

: Komisi bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik in

donesia.

: ‘Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan de

ngan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan/perbaikan -
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakar t a.
Pada tanggal : 11 pebruari 1988,

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONEgIA,

HART SUHARTO, SH.
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NIP. 230001676,

T.A. RACHMAN SH,
NIP. 230011800
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D. SUHERMAN, SH,
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AGUNG MUDA BIDANG -
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